
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2O2L

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN

PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa] 4

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu
tentang Penetapan Target Kinerja Penerimaan Pajak

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;

L Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L967 Nomor t9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

2 ltndang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2474 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Menimbang

Mengingat
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4 Peraturan Pemerintah Nomor ZO Tahun 196g
tentang berlakunya Undang-Undang Nomor g
Tahun L967 dan Pelaksanaan pemerintahan di
Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2BSa);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pqjak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6 Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun z}fi
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai
Nomor 63221;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24361, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1,57);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tah:un
2O2O tentang Pedoman Teknis pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1781);

9 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2
Tahun 2An tentang Pajak Daerah provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah provinsi Bengkulu
Tahun 201.1 Nomor 2), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2olg tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Frovinsi
Bengkulu Nomor 2 Tahun 2All tentang pqiak
Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2A1g Nomor 11);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkuiu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi
Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkuiu.

4. Pqak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan
dan / atau- pengllasaan Kendaraan Bermotor.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat BBNKB, adaiah PaJ'ak atas
penyerahan hak milik kendaraan Bermotor sebagai
akihat pe4'anjian dua pihak atau perbuatan sepihak
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
Badan Usaha.

7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -vang
selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas
Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat pAp
adalah Pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan.

9. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.
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Pasal 2

(1) Pencapaian target kinerja penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor tahun Anggaran 2O2l
ditetapkan sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 21"/o {dua puluh satu persen);

b. triwulan II sebesar 42o/o (empat puluh dua
persen);

c. triwulan III sebesar 75o/o (tujuh puluh iima
persen);dan

d. triwulan IV sebesar 1007o (seratus perseni.

(21 Pencapaian target kineqja penerimaan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021
ditetapl<an sebagai beril<ut:

a. triwulan I sebesar l4o/o (empat belas persen);

b. triwulan II sebesar 29o/o (dua puluh delapan
persen);

c. triwulan III sebesar 6O7o (enam puluh persen);dan

d. triwulan IV sebesar l OOa/o (seratus persen).

(3) Pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2421
ditetapkan sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 160/o (enam belas persen);

b. triwulan II sebesar 29"/" (dua puluh sembilan
persen);

c. triwulan III sebesar 55o/" (lima puluh lima
persen);dan

d. triwulan IV sebesar 1007o (seratus persen).

(4) Pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Air
Permukaan Tahun Anggaran 2O2l ditetapkan
sebagai berikut:

a. triwulan I sebesat L7o/o (tujuh belas persen);

b. triwulan II sebesar 42o/o (empat puluh dua
persen);

c. triwulan III sebesar 75o {tujuh puluh lima
persen);dan

d. triwulan IV sebesar 1007o (seratus persen).
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